
 

 

Gila! Golkar Calonkan Ketua DPR yang Terkait 

Banyak Kasus Korupsi 

 
Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto tiba di Kantor Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014). Setya diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk 

mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait kasus dugaan suap di lingkungan MK.  

 

Kamis, 2 Oktober 2014 00:12 WITA 

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 di 

Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014), DPR langsung disibukkan proses 

pemilihan pimpinan DPR yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Bendahara 

Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai calon ketua DPR oleh Partai Golkar. 

Sebelum penetapan itu,  

Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sepakat bahwa kursi ketua DPR milik Golkar. Siapa Setya 

Novanto? Ia merupakan salah satu anggota DPR periode 2009-2014 yang "akrab" dengan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia bolak-balik ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi1  

terkait penyidikan2  sejumlah kasus korupsi3. Meskipun kerap diperiksa KPK, Setya 

kembali lolos ke Senayan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. 

Kasus PON Riau 

Menurut catatan Kompas.com, Setya beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus 

dugaan suap4  Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya 



 

 

Arena Menembak PON Riau. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang 

juga politikus Partai Golkar. 

KPK juga pernah menggeledah ruangan Setya di lantai 12, Nusantara I DPR, terkait 

penyidikan kasus yang sama. Dugaan keterlibatan Setya dan anggota DPR Kahar Muzakir 

dalam kasus PON Riau terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga Riau, Lukman Abbas, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. 

Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) 

kepada Kahar, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan 

langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. 

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Rusli Zainal 

untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui 

Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. 

Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar ketika 

itu. Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Ihwal 

pertemuan di ruangannya tersebut pernah diakui Setya. Namun, menurut Setya, pertemuan 

itu bukan membicarakan masalah PON, melainkan acara di DPP Partai Golkar. 

Setya juga membantah terlibat dalam kasus dugaan suap PON Riau dalam beberapa 

kesempatan. Dia membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk 

keperluan PON Riau, atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora 

Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun.  

Kasus Akil Mochtar 

Selain kasus suap PON Riau, Setya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan 

suap, gratifikasi,5  dan pencucian uang6  terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang 

bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang 

juga mantan politikus Partai Golkar. 

Pada 24 April lalu, Setya bersaksi dalam persidangan kasus Akil bersama dengan Sekretaris 

Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Dalam persidangan itu terungkap adanya pesan 

BlackBerry (BBM) antara Akil dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim 

sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. 



 

 

Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin. 

"Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang 

biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis 

disana. Jd (jadi)sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw(atau) lusa 

saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?" 

demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil yang diperlihatkan jaksa7 KPK  sebagai 

barang bukti  dalam persidangan. 

Menurut transkrip BBM yang diperoleh jaksa KPK, Akil juga merasa dibohongi oleh Idrus 

karena awalnya bersedia menyiapkan dana melalui Setya Novanto dan Nirwan B. 

Sayangnya, sebelum kesepakatan tersebut tidak terlaksana, penyidik8 KPK  menangkap 

Akil bersama dengan politisi Golkar lain, Chariun Nisa, bersama pengusaha Cornelis Nalau 

yang datang ke rumah dinas Akil untuk mengantarkan uang suap terkait Pilkada Gunung 

Mas, Kalimantan Tengah. 

Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini dalam persidangan, baik Setya maupun Idrus 

membantah adanya permintaan uang dari Akil. Setya mengaku telah melarang Zainuddin 

mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar 

tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar. 

Kasus e-KTP 

Nama Setya juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan9  

paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. 

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan 

mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-

KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota 

DPR. 

Setya juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun 

tersebut. Terkait proyek e-KTP, Setya membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. 

Dia mengaku tidak tahu-menahu soal proyek e-KTP. 



 

 

Terkait pengadaan e-KTP, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi 

Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam 

Negeri Sugiharto sebagai tersangka10. 

Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum  dan atau penyalahgunaan 

wewenang  yang mengakibatkan kerugian negara11 terkait pengadaan proyek tersebut. 

Sejauh ini, KPK belum pernah memeriksa Setya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan 

korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Sugiharto.(*) 

 

Editor: Edi Sumardi 

Sumber: Kompas.com 

 
 

                                                           
1 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 1 UU 13/2006) 

2 Penyidikan: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mambuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

3 Korupsi: 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap 

orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. Penyelewengan atau penggelapan 

(uang negara; perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan 

hukum; tindak pidana korupsi. 

4 Suap adalah pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada pejabat Negara /Pemerintah dengan imbalan 

agar Pejabat Negara/Pemerintah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau untuk tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam suap tidak ada kepastian bahwa akan ada kerugian 

Negara atau akan ada pengalihan kekayaan Negara atau tidak akan ada kerugian Negara. Maka suap menjadi 

Korupsi bila sudah bisa dibuktikan adanya kerugian Negara akibat dari pelanggaran dari seorang Pejabat 

Pemerintah / Negara. 

5 Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-

cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan 

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B 

Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001) 

 



 

 

                                                                                                                                                                                           
6 Pencucian uang (Inggris:Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi 

keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. 

7 Jaksa : adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia ). 

8 Penyidik: Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

9 Pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. 

10 Tersangka: Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai  pelaku tindak pidana. 

11 Kerugian negara: Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia

